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ABSTRAK 

 

Elda Ade Trisna Siregar, (2024):Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan 

Universal Health Coverage Di Kelurahan 

Tuah Madani Persfektif Fiqih Siyasah 
 

Pemerintah provinsi riau mencanangkan program universal health 

coverage (UHC) per tanggal 1 November 2012 dan telah diatur didalam peraturan 

daerah provinsi riau nomor 7 tahun 2011 tentang penyelenggaraan jaminan 

kesehatan. Dengan adanya program ini, masyarakat akan mendapatkan pelayanan 

kesehatan yang difasilitasi oleh pemerintah dan dengan fasilitas kesehatan tingkat 

pertama (FKTP) dan pelayanan rumah sakit kelas 3 yang dikelola oleh pihak yang 

bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. 

Program jaminan keshatan merupakan upaya pemerintah untuk membantu 

masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan yang layak. Penelitian ini 

bertujuan untuk menganalisis respon masyarakat terhadap program jaminan 

kesehatan universal health coverage di kelurahan tuah madani. 

penelitian ini bersifat kualitatif  yang merupakan jenis penelitian lapangan 

(field research). Teknik pengumpulan data adalah wawancara, observasi, dan 

dokumentasi. Metode dalam analisis data merupakan dengan melihat langsung 

kelapangan dan juga pengelolaan dengan data yang telah tertera yang telah dimuat 

dalam bentuk tulisan. 

Hasil penelitian ini merupakan dengan adanya program ini, masyarakat 

mendapatkan fasilitas kesehatan yang layak. Namun tentunya dalam pelaksanaan 

tersebut pemerintah masih memiliki kendala yaitu banyak masyarakat yang belum 

mengetahui akan adanya peogram ini, karena kurangnya sosialisasi dari pihak 

pemerintah dan pihak kesehatan. UHC merupakan inovasi untuk memberikan 

jaminan kesehatan bagi seluruh masyrakat yang belum di cover oleh jaminan 

kesehatan manapun. 
 

Kata Kunci: Pelaksanaan,Respon Masyarakat, Tuah Madani, Universal 

Health Coverage, Fiqih Siyasah 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

  
A. Latar Belakang Masalah 

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat, 

maka kesehatan adalah hak bagi setiap warga dan masyarakat yang 

dilindungi oleh Undang-Undang Dasar. Setiap negara mengakui bahwa 

kesehatan menjadi modal terbesar untuk mencapai kesejahteraan. Oleh 

karena itu, perbaikan pelayanan kesehatan pada dasarnya merupakan suatu 

investasi sumber daya manusia untuk mencapai masyarakat yang sejahtera. 

Kesehatan merupakan salah satu hak setiap warga negara Indonesia yang 

keberadaanya telah diatur di dalam Pasal 28 H Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mana dinyatakan bahwa 

kesehatan merupakan hak dasar setiap individu, warga negara berhak 

mendapatkan pelayanan kesehatan.
1
   

Undang-undang yang mengatur tentang jaminan kesehatan di 

indonesia adalah undang-undang nomor 40 tahun 2004 tentang sistem 

jaminan sosisal nasional (SJSN) dan undang-undang nomor 24 tahun 2011 

tentang badan penyelengagara jaminan sosial(BPJS). Kesehatan 

merupakan keadaan sejahtera dari tubuh, jiwa, serta sosial yang sangat 

mungkin setiap individu hidup produktif dengan cara sosial serta 

ekonomis. Dalam mengatur masalah kesehatan diperlukan suatu badan 

                                                           
1
 Eko Wahyu Basuki Dkk., Implementasi Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional Oleh 

Bpjs Kesehatan Di Kota Semarang, Journal Of Politic And Government Studies, Vol.5, No.4 

(2016),p.7. 
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khusus yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan jaminan 

kesehatan, dimana badan tersebut harus memberikan mutu pelayanan yang 

baik agar dapat tercapainya kepuasan pelayanan kesehatan. Di Indonesia 

telah didirikan suatu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang 

selaras dengan tujuan Organisasi Kesehatan Dunia dalam mengembangkan 

jaminan kesehatan untuk semua penduduk. Kesehatan merupakan badan 

hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program kesehatan.
2
 

Kebijakan terkait jaminan kesehatan Universal Health Coverage 

(UHC) di Pekanbaru, seperti berbagai wilayah di Indonesia, bertujuan 

untuk memastikan bahwa semua warga negara memiliki akses yang adil 

dan merata terhadap layanan kesehatan yang berkualitas tanpa harus 

menghadapi keselitan finansial. Berikut beberapa peran penting terkait 

kebijakan tersebut: 

a. Komitmen Pemerintah Daerah: pemerintah kota Pekanbaru 

menunjukkan komitmen yang kuat untuk mencapai UHC dengan 

memastikan bahwa seluruh warga kota Pekanbaru terdaftar dalam 

program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh BPJS 

Kesehatan. 

b. Pendaftaran Dan Kepesertaan: pemerintah kota Pekanbaru bekerjasama 

dengan BPJS Kesehatan untuk memperluas cakupan kepesertaan. 

Upaya ini mencakup pendataan dan pendaftaran waraga yang belum 

terdaftar, serta sosialisasi memanfaatkan program JKN. 

                                                           
2
 Atipah. Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Minat Masyarakat dalam Keikutsertaan 

Program JAMKESDA Di Desa Banjarlor Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes. Vol.5, No.4 

(2016). 
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c. Pembiayaan Dan Subsidi: untuk warga miskin dan tidak mampu, 

pemerintah kota pekanbaru memberikan subsidi iuran JKN. Hal ini 

memungkinkan mereka untuk mendapatkan layanan kesehatan tanpa 

harus membayar premi yang memberatkan. 

d. Peningkatan Fasilitas Kesehatan: selain memastikan akses terhadap 

JKN, pemerintah juga fokus kepada peningkatan fasilitas kesehtan di 

daerahnya. Ini mencakup peningkatan infrastruktur Rumah Sakit, 

Puskesmas, Dan Klinik, serta peningkatan kualitas pelayanan medis.
3
 

Banyaknya masyarakat yang mengalami kesusahan dalam 

mengakses kesehatan karena biaya yang sangat tinggi sehingga 

masyarakat memilih tidak datang atau tidak berani mendatangi rumah sakit 

atau tempat yang berbasis kesehatan karena keluhan biaya yang tinggi, 

bukan hanya biaya chek saja biaya obat juga mengakibatkan masyarakat 

memilih untuk tidak mendatangi Rumah Sakit. Oleh karena itu pemerintah 

kota Pekanbaru memberikan jaminan kesehatan bernama Jaminan 

Kesehatan Pekanbaru Bertuah(Universal Health Coverage) yaitu jaminan 

kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS, yang hanya dengan 

menggunakan KTP Pekanbaru saja dapat mengakses fasilitas kesehatan 

yang ada di Pekanbaru.
4
 

Bentuk-bentuk yang diterima oleh masyarakat penerima UHC: 

                                                           
3
 Eko Wahyu Basuki Dkk., Implementasi Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional Oleh 

Bpjs Kesehatan Di Kota Semarang, Journal Of Politic And Government Studies, Vol.5, No.4 

(2016),p.7. 

 
4
 ika Widiastuti, Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di 

Jawa Barat, Jurnal Administrasi Publik, (2017), , Vol.5, No.1 
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1. Memastikan setiap masyarakat memiliki akses yang adil terhadap 

pelayanan kesehatan promotif, kuratif, dan rehabilitas, bermutu dengan 

biaya terjangkau. 

2. Akses pelayanan kesehatan yang adil dan bermutu bagi setiap 

masyarakat. 

3. Khusus bagi masyarakat Pekabaru yang tidak mampu dan tidak 

memiliki akses asuransi kesehatan, pemerintah kota Pekanbaru mejamin 

masyrakat mendapatakan pelayanan kesehatan secara gratis karena 

ditanggung oleh pemerintah kota Pekanbaru dengan cara mendaftarkan 

melaluli UHC.
5
 

Selanjutnya kekurangan dari program ini yaitu : 

1. Komunikasi, yaitu setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan 

baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program dan 

kelompok sasaran. 

2. Karakter yang harus dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, 

komitmen, dan demokratis. 

3. Struktur birokrasi.
6
 

Kajian fiqih siyasah juga membahas tentang Undang-Undang yang 

didalamnya terdapat masalah kesehatan yang seharusnya di atur oleh 

pemerintah pusat dan juga pemerintah kota yang bertanggungjawab atas 

kesehatan masyarakatnya. Dalam islam, jaminan kesehatan merupakan 

                                                           
5
 Jabbar. Pertanggung Jawaban BPJS Kesehatan Terhadap Pelayanan Asuransi 

Kesehatan Masyarakat.Jurist-Diction, 3(2),387-400. 
6
 Chritania H.T. Watung Rieneka L.E. Sela Dan Linda Tondobala, Tingkat Ketangguhan 

Dan Ketahanan Terhdap Bencana, Jurnal Spasial, Vol.5, No.1 (2018), p.31. 



5 
 

 

bagian integral dari kesejateraan umat. Islam mengajarkan pentingnya 

menjaga kesehatan tubuh dan jiwa sebagai bentuk ibadah dan tanggung 

jawab terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah SWT. Prinsip yang 

mencakup jaminan kesehatan, menjaga kebersihan, mengomsumsi 

makanan yang halal dan thayyib,menjaga keseimbangan hidup, 

perawatan kesehatan dan pengobatan, olahraga dan aktivitas fisik, dan 

tanggung jawab sosial dan kesehatan masyarakat.
7
 

Allah berfirman QS. asy-Syu‟ara ayat 80:  

  وَاِ ذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفيِْنِ 

Artinya: Dan apabila aku sakit, Dialah Yang menyembuhkan aku
8
. 

Pelayanan kesehatan rehabilitatif merupakan upaya 

memperbaiki atau mengemabalikan suatu kondisi dari keadaan sakit 

menjadi sehat. Upaya rehabilitatif harus senantiasa diupayakan agar tidak 

jatuh kepada kondisi yang lebih parah atau buruk.  

Dalam penelitian ini penulis membahas tentang bagaimana respon 

masyarakat di Kelurahan Tuah Madani RW 8 tentang program walikota 

pekanbaru dengan nama Jaminan Kesehatan Pekanbaru Universal Health 

Coverage (UHC), apakah masyarakat mengetahui bahwa ada program ini, 

dan program ini telah dilaksanakan sejak 28 juli 2023 lalu, dan apakah 

harapan-harapan masyarakat dengan adanya program ini.  

                                                           
7
 Muhammad Iqbal, Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Dokrin Politik Islam, (Jakarta: 

Prenadamedia Group. 2014), cet. ke-2, h. 177. 
8
Kementrian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an Terjemahan, ( Pustaka al-Mubin : 

Jakarta, 2013), h.129  
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Dari permasalahan di atas, peneliti merasa tertarik untuk 

melakukan penelitian dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi yang 

berjudul: Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Universal Health 

Coverage Di Kelurahan Tuah Madani Perspektif Fiqih Siyasah. 

B.  Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah agar skripsi ini lebih terfokus dan terarah, 

maka penulis hanya membahas tentang bagaimana Respon Masyarkat 

Tentang Program Walikota Jaminan Kesehatan Universal Health 

Coverage Di Kelurahan Tuahmadani hanya pada RW 08 saja, dimana RW 

08 memiliki 4 RT, Dan Apakah Masyarakat Pernah Mengunakan Program 

Ini. 

C. Rumusan Masalah 

Sesuai dengan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah 

dari penelitian ini maka dapat diambil dan dirumuskan beberapa 

permasalahan yang menjadi topik pembahasan penelitian ini: 

1. Apa saja upaya dan langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah 

kelurahan tuah madani untuk meningkatkan aksesibilitas layanan 

kesehatan bagi masyarakat Di Kelurahan Tuah Madani? 

2. Bagaimana meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat 

kelurahan tuah madani tentang hak dan manfaat dari program 

Universal Health Coverage ? 
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3. Bagaimana Pandangan Fiqih Siyasah Terhadap Jaminan Kesehatan 

Yang Telah Disahkan Oleh Pemerintah Kota Pekanbaru? 

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

1.Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui upaya dan langkah-langkah yang dilakukan oleh 

pemerintah kelurahan tuah madani untuk meningkatkan 

aksesibilitas layanan kesehatan bagi masyarakat Di Kelurahan 

Tuah Madani. 

b. Untuk mengetahui bagamana meningkatkan kesadaran dan 

pemahaman masyarakat kelurahan tuah madani tentang hak dan 

manfaat dari program Universal Health Coverage. 

c. Untuk mengetahi pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Jaminan 

Kesehatan Pekanbaru Bertuah. 

2.Manfaat Penelitian  

a. Untuk salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) di 

Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau. 

b. Untuk menambah wawasan penulis dan pengalaman bagi penulis 

dalam mengembangkan serta menerapkan ilmu pengetahuan 

Hukum Tata Negara (Siyasah). 

c. Untuk dapat dijadikan referensi bagi penelitian lainnya atau 

dijadikan sebagai sumber informasi bagi penelitian berikutnya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Tinjauan Yuridis Program Universal Health Coverage 

 

Mandat penyelenggara Jaminan Kesehatan Semesta (Universal Health 

Coverage) oleh negara- negara diseluruh dunia anggota PBB termasuk 

Indonesia, pada dasarnya adalah merupakan kesepakatan global, melalui PBB, 

dimulai dari kesepakatan yang dinuat bersama world health organisastion 

(WHO) pada tahun 1948, kesepakatan penerapan program Milenium 

Development Goals (MDGs) dan dilanjutkan dengan Sustainable 

Development Goals (SDGs). Melalui pasal 28 UUD NRI 1945, Konstitusi 

mengamanatkan penyelenggaraan kesehatan seluruh masyarakat Indonesia 

dan pemerintah dan seluruh badan/jabatan seluruh pelaksana pemerintahan. 

Secara formal, penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasonal  juga telah 

diatur didalam Undang-Undang SJSN.
9
 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 ini, diatur tentang 

penyelenggara sistem jaminan sosial nasional yang meliputi jaminan 

kesehatan,jaminan kecelakaan kerja, jaminan pensiun,jaminan hari tua, dan 

jaminan kematian bagi seluruh penduduk melalui iuran wajib pekerja. 

Berdasarkan Jaminan Kesehatan Semesta atau Universal Health Coverage 

(UHC) ini, keberadaan BPJS mempunyai posisi yang sangat strategis dan 

                                                           
9
 Rosalia Sciortino, Menuju Kesehatan Madani, (Yogyakarta: Gadjah Mada University 

Press, 2007),cet. ke-3. h.61. 
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penting bagi penyelenggara pelayanan dan sarana yang memberi ruang bagi 

masyarakat untuk memperoleh akses dan layanan kesehaan. Fasilitas 

pelayanan kesehatan yang selama ini masih menjadi barang langka dan sulit 

dijangkau, dengan adanya BPJS, telah menjadi sarana untuk memperoleh 

layanan kesehatan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat.
10

 

Operasional kegiatan penyelenggaraan kesehatan melalui BPJS ini kurang di 

dukung oleh dana yang dialokasi oleh APBN oleh pemerintah dalam bentuk 

subsidi bagi masyarakat yang tidak mampu. Sumber dana lainnya diperoleh 

dari iuran yang dibayarkan oleh peserta BPJS yang jumlahnya ditentukan 

lewat golongan dan layanan yang diberikan berdasarkan peraturan yang 

ditetapkan oleh pemerintah.
11

 

B. Pengartian Program Universal Health Coverage (UHC) 

Pemerintah Kota Pekanbaru meluncurkan program berobat gratis yang  

melalui program Universal Health Coverage (UHC) peluncuran ini digelar di 

Rumah Sakit Daerah Madani pada hari Jumat pagi tanggal 27 juli 2023, 

dengan peluncuran Jaminan Kesehatan Pekanbaru Bertuah, maka warga bisa 

mengakses pelayanan kesehatan kesehatan secara gratis, baik di puskesmas 

maupun rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS kesehatan, hanya 

dengan menunjukkan KTP Pekanbaru.
12

 

                                                           
10

 Hachmad Hapsoro, Prinsip Dasar Pembangunan Kesehatan, (Yogykarta: Gadjah mada 

university press.2015),cet. ke-19. h.41. 
11

 Achmad Subianto, Sistem Jaminan Sosial Pilar Penyangga Kemandirian 

Perekonomian Bangsa,(Jakarta: Penerbit Gibon Book, Jakarta, 2010),cet.  ke-17.  h. 73. 
12

 Mundiharno, Peta Jalan Menuju Universal Health Coverage Jaminan Kesehatan, 

Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.19, No.2(2012), p.209. 
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Program Jaminan Kesehatan Pekanbaru Bertuah ini adalah salah satu 

upaya pemerintah dalam memenuhi pelayanan dasar bagi masyarakat. 

Penerima Program Jaminan Kesehatan Pekanbaru Bertuah adalah warga 

kurang mampu yang masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). 

Jika warga yang sudah termasuk ke dalam DTKS maka otomatis dia sudah 

bisa dicover.
13

 

Jaminan Kesehatan Pekanbaru Bertuah juga bisa diakses warga dan 

masyarakat di rumah sakit diluar kota pekanbaru, yang tetntunya sudah 

bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, dan diperuntukkan kepada masyarakat 

yang belum memiliki Jaminan Kesehatan.
14

 

C. Pengertian Fiqih Siyasah 

Fiqih siyasah adalah ilmu yang mempelajari halihwal urusan umat dan 

negara dengan segala bentuk hukum, peraturan, dan kebijakan yang dibuat 

oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syari’at 

untuk mewujudkan kemaslahatan umat.
15

 Fiqih siayah memiliki beberapa 

konsep yaitu: 

a. Siyasah Dusturiah 

Siyasah dusturiah adalah bagian fiqih siyasah yang membahas masalah 

perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-

konsep konstitusi ( undang –undang dasar negara dan sejarah lahirnya 

                                                           
13

 Ibid. 
14

 Ibid. 
15

 Wahyu Abdul Jafar” Fiqih Siyasah Dalam Perspektif al-Qur’an Dan al-Hadist” Jurnal 

Pemerintahan Dan Politik Islam, Vol.3, No. 1., (2018), h.20. 
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perundang-undangan dalam suatu negara), legilasi (bagaimana cara 

perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang 

merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.
16

 

a. Siyasah Dauliyah  

Dauliyah bermakna tentang daulat, kerajaan, kekuasaan, 

wewenang. Sedangkan siyasah dauliyah bermakna sebagai 

kekuasaan kepala negara untuk mengatur negara dalam hal 

hubungan internasional, masalah teritorial nasionalitas, ekstradisi, 

tahanan, pengasingan tawanan politik, penusiran warga negara 

asing. Selain itu, juga mengurus masalah kum Dzimmi, perbedaan 

agama, akad timbal balik dan sepihak dengan kaum dzimmi, 

hudud, dan qishah. Atau dapat dikatakan yang mengatur hubungan 

antara negara tersebut.
17

 

b. Siyasah Maliyah 

Kajian siyasah maliyah (kebijakan politik keuangan negara) dalam 

perspektif islam tidak terepas dari al-qur’an, sunnah nabi, praktik 

yang dikembangkan oleh al-khulafa’ al-rasyidun, dan pemerintahan 

islam sepanjang sejarah. Siyasah maliyah merupakan kajian tidak 

asing dalam islam, terutama setelah nabi Muhammad SAW beserta 

pengikutnya menetap di madinah. Siyasah maliyah adalah salah 

                                                           
16

 Muhammad Iqbal, Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Dokrin Politik Islam, (Jakarta: 

Prenadamedia Group. 2014), cet. ke-2. hal. 177 
17

 https://sarjanahukummali.blogspot.com/2018/05/fiqih-siyasah-dauliyah.html?.m=1 

(diakses pada tanggal 20 mei 2024, pukul 00.50) 

https://sarjanahukummali.blogspot.com/2018/05/fiqih-siyasah-dauliyah.html?.m=1
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satu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan islam, karena itu 

menyangkut tentang anggaran pendapat dan belanja negara.
18

  

D. Kesejahteraan Masyarakat 

Kesejahteraan meliputi keamanan, keselamatan dan kemakmuran. 

Aadapun istilah rakyat (sosial) dalam arti sempit berkait dengan sektor 

pembangunan sosial atau pembangunan kesejahteraan rakyat yang 

bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia, terutama yang 

dikategorikan sebagai kelompok rentan (kelompok yang berpotensi untuk 

menjadi orang miskin).
19

 

Kesejahteraan sering kali di kaitkan dengan tujuan negara yang 

berbunyi : “kemudian daripada itu, untuk, membentuk suatu pemerintah 

negara indonesia yang melindungi segenab bangsa indonesia dan seluruh 

tumpah darah indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, 

mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia 

yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan kedilan sosial, 

maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsa Indonesia itu dalam suatu 

Undang-Undang Dasar Negara Indonesia” .
20

 

Kesejahteraan rakyat dapat dilihat dan di ukur dari perkembangan 

perekonomian negara, kesejahteraan rakyat meliputi keamanan yang 

                                                           
18

 Muhammad Iqbal, Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Dokrin Politik Islam, (Jakarta: 

Prenadamedia Group. 2014), cet. ke-4. h. 177 
19

 Agus Suryono, “ Kebijakan Publik Untuk Kesejahteran Rakyat” Dalam Jurnal Ilmiah 

Ilmu Administras, Vol V1 , No. 02., (2011), h.99 
20

 Undang-Undang Dasar  1945 Hasil Amandemen dan Proses Amandemen, ( Jakarta, 

Redaksi Sinar Grafika,  2009). h. 3 
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dirasakan rakyat, perekonomian yang sudah mencukupi rakyat, tidak adanya 

atau berkurangnya angka pengangguran di negara tersebut.
21

 

E. Penelitian Terdahulu 

Tinjauan penelitian terdahulu merupakan salah satu acuan dalam 

melakukan penelitian sehingga penulis bisa lebih memperbanyak konsep yang 

digunakan dalam mengkaji penelitian yang akan dilakukan. Didalam tinjauan 

peneltian terdahulu tidak ada ditemukan kesamaan dengan penulis. Namun 

penulis menjadiakan beberapa penelitian terdahulu berupa jurnal yang terkait 

dalam penelitian yang akandilakukan oleh penulis. 

dengan metode proposive sampling. 
22

Metode analisis data menggunakan 

uji bivariat dengan uji chi-square. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor 

yang mempengaruhi masyarakat mengikuti program Jaminan Kesehatan 

Nasional adalah pengetahuan, kepercayaan, pendapatan, dukungan keluarga.
23

 

Adapun penelitian terdahulu yang menjadi acuan pertama adalah skripsi 

milik Hifni Permata dengan judul Analisis Pelayanan Kesehatan Peserta Bpjs 

Di Puskesmas Bangkinang Kota. Hasil penelitian ini Berdasarkan data hasil 

penelitian secara keseluruhan jawaban responden untuk kualitas pelayanan 

kesehatan terhadap kepuasan peserta BPJS Kesehatan di Puskesmas 

                                                           
21

 Ibid. 
22

 Wahyuni, Nurgahayu, Haeruddin, Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Mengikuti 

Program Jaminan Kesehatan Nasional Vol. 3 No.  1 (Februari, 2022): URL artikel. 
23

 Kota Bogor, Vol. 1, No. 2, Desember 2021, h. 110-118 DOI: 

doi.org/10.5642/pengmaskesmas.v1i2/564http://jurnal.fkm.umi.ac.id/index.php/woph/article/view/

woph311 

http://jurnal.fkm.umi.ac.id/index.php/woph/article/view/woph311
http://jurnal.fkm.umi.ac.id/index.php/woph/article/view/woph311
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Bangkinang Kota dilihat dari indikator kualitas pelayanan, kecendrungan 

jawaban responden sebagian besar pada kategori cukup baik yaitu dengan 

persentase sebesar 60%. Kualitas pelayanan kesehatan terhadap kepuasan 

peserta BPJS Kesehatan di Puskesmas Bangkinang Kota secara umum dinilai 

cukup baik, dan didalam pelaksanaannya masih menemui keterbatasan.
24

 

Peneliti kedua yaitu, Diah Rohmatullailah, Dwi Agustina, Fariz 

Rahmansyah, Nadia Trisna K, Novia Anasta, Rifa Fauziyyah, Rinka Citra 

Awinda, Syarif Rahman H, Ulfi Hida Z., Yudha Asy’ari, Budi Hartono(jurnal) 

Peningkatan Pengetahuan tentang JKN dengan Sosialisasi dan Pembentukan 

Kader JKN.
25

  

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan bagian dari program 

Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (SJSN). Berdasarkan Undang-Undang No. 

40 tahun 2004, SJSN diselenggarakan oleh beberapa Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial yaitu Perusahaan Perseroan Jaminan Sosial Tenaga Kerja 

(Jamsostek), Perusahaan Perseroan Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai 

Negeri (Taspen), Perusahaan Perseroan Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata 

Republik Indonesia (ASABRI), dan Perusahaan Perseroan Asuransi Kesehatan 

Indonesia (Askes). Setelah Pembentukan BPJS berdasarkan Undang-Undang 

No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial,26 

                                                           
24

 Hifni Permata, Analisis Pelayanan Kesehatan Peserta Bpjs Di Puskesmas Bangkinang 

Kota, (Skripsi: UIN Sultan Syarif Kasim Riau,2020), h.84. 
25

 Diah Rohmatullailah, Dwi Agustina, Fariz Rahmansyah dkk. Pengetahuan tentang 

JKN dengan Sosialisasi dan Pembentukan Kader JKN. Vol.3 no.1 (2020). 
26

 Wahyuni, Nurgahayu, Haeruddin, Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Mengikuti 

Program Jaminan Kesehatan Nasional, Vol. 3 No. 1 (Februari, 2022): URL artikel. 
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Penelitian ketiga adalah skripsi milik Rahmawati Dewi dengan judul 

Pengaruh Kualitas Pelayanan Kesehatan Pengguna BPJS Terhadap Kepuasan 

Konsumenn Dalam Persfetif Ekonomi Islam. Hasil penelitian, berdasarkan 

paparan dan pembahasan maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut, 

kualitas pelayanan kesehatan pengguna badan jaminan sosial (BPJS) di rumah 

sakit umum daerah jendral A.Yani Metro sudah dapat dikatakan baik dan tidak 

ada perbedaan perlakuan yang dilakukan oleh pihak Rumah Sakit kepada 

pasien BPJS dalam bentuk apapun kecuali dengan didasarkan oleh aturan 

Pemerintah dan Lembaga BPJS sendiri. Namun secara keseluruhan  pelayanan 

yang diberikan kepada pasien BPJS maupun non BPJS belum bisa 

mewujudkan kepuasan konsumen secara maksimal, sebagian besar konsumen 

menyatakan belum puas dengan pelayan yang diberikan. Sehingga harus 

ditingkatkan kembali dalam beberapa aspek seprti keramahtamahan dan 

ketepatan jadwal visit pasien serta memperbaiki komunikasi terkait tindakan 

perawatan kepada pasien maupun keluarga pasien.
27

 

                                                           
27

 Hayatun Zira Nas.Pelayanan Kesehatan Bagi Pengguna Bpjs Penerima Bantuan Iuran 

(Pbi) Pada Puskesmas Darussalam Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar (Skripsi: 

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2022 M/ 1443)h.87 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan cara melakukan sesuatu dengan 

mnggunakan pikiran serta seksama untuk mencapai suatu tujuan untuk mencari, 

mancatat, merumuskan, dan menganalisis sampai dengan menyusun suatu 

laporan. Metodologi berasal dari kata metode yang berari jalan, namun demikian, 

menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan tipe 

yang dipergunakan dalam suatu penelitian dan penilaian.
28

 

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian  

a. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif dengan penelitian yang 

mengandalkan data dari lapangan dan berbagai penunjang (field 

research) seperti interaksi dengan indivi maupun kelompok yang telah 

menjadi tatanan dalam berbagai jenis dikehidupan bernegara, 

observasi, dokumentasi, dan study pustaka. Dengan metode kualitatif 

ini maka data yang didapat lebih lengkap, lebih mendalam dan 

kredibel dan bermakna sehingga tujuan penelitian dapat dicapai.
29

 

 

                                                           
28

 Marzuki, C. Metodologi Riset, ( Yogyakarta: Erlangga,1999),cet. ke-4, h. 4. 
29

 Zainal Arifin, Penelitian Pendidikan Metode Dan Paradigma Baru, ( Bandung: Pt 

Remaja Rosdakarya,2012), cet. ke-1, h. 2. 
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b. Lokasi Penelitian 

Tempat yang akan dijadikan sebagai lokasi penelitian adalah Di Kelurahan 

Tuahmadani, RW 8, dimana RW 08 memiliki 4 RT,Kota Pekanbaru,Riau dan 

memiliki 560 KK. Alasan penulis memilih tempat tersebut ialah karena lokasi 

tersebut sesuai dengan permasalahan penelitian. 

2. Subjek dan Objek  

Objek penelitian merupakan permasalahan yang diteliti. Menurut sugiyono 

objek penelitian adalah suatu atribut dari orang, objek atau kegiatan yang 

mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulan.
30

 

Subjek penelitian adalah individu, benda, atau organisme yang digunakan 

sebagai sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian 

istilah lain yang digunakan untuk menyebut subjek adalah responden, yaitu orang 

yang memberi respon atas suatu perlakuan yang diberikan kepadanya.
31

 

Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah : perangkat kelurahan 

tuahmadani, masyarakat yang menggunakan program ini, masyarakat yang 

mengetahui program ini. Sedangkan yang menjadi objek penelitian dalam 

penelitian ini adalah pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Pekanbaru Bertuah 

Di Kelurahan Tuahmadani. 

                                                           
30

 Bambang Suggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada,2010), cet. ke-14, h.42. 
31

 Muhammad Idrus, Metode Penelitian Ilmu Sosial, (Yogyakarta: PT Glora Aksara 

Pratama, 2009), cet. ke-5. h . 91 
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3. Jenis dan Sumber Data 

Adapun sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari 

responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk 

statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan peneliti tersebut. Sumber 

data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu: 

a. Data Primer  

Data yang diperoleh secara langsung dari responden baik yang 

dilakukan melalui wawancara, observasi dan alat lainnya untuk menunjang 

keakuratan data dimana responden merupakan sampel intisari penelitian 

ini. Dalam penelitian ini data primer diperoleh langsung dari lapangan baik 

dari observasi maupun berupa hasil wawancara. Adapun sumber data 

primer dalam penelitian ini yaitu kantor kelurahan tuahmadani dan 

masyarakat.
32

 

b. Data sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau berasal dari 

kepustakaan. Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini seperti 

jurnal, laporan, situs internet, serta informasi dari beberapa sumber 

terkait.
33 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini, peneliti terlibat langsung dilokasi penelitian atau 

peneliti lapangan (Field Researsh) untuk mengadakan penelitian atau data-data 

                                                           
32

 Bambang Suggono, Metodologi Penelitian Hukum ( Jakarta : Rajawali Press,2016) cet. 

ke-15, h.121. 
33

 Joko Subogyo, Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek), (Jakarta: Rineka Cipta. 

2006), cet. ke-6. h. 89. 
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yang kongkret yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Teknik 

pengumpulan data merupakan langkah paling strategi dalam penelitian, karena 

tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Adapun teknik 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Pengamatan (Observasi) 

Observasi ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap 

gejala-gejala yang diteliti. Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan 

data apabila: (1) sesuai dengan tujuan penelitian, (2) direncanakan dan dicatat 

secara sistematis, (3) dapat dikontrol keadaannya (realiabilitasnya) dan 

kesahihannya (validitasnya).
34

 

 Dalam hal ini, peneliti meninjau langsung kelapangan atau lokasi 

untuk melakukan pengamatan yang real dengan mewawancari lurah 

Tuahnadani, dan staf, serta masyarakat kelurahan Tuah Madani. 

 

b. Wawancara (Interview) 

Wawancara ialah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara 

langsung. Wawancara berguna untuk mendapatkan data dari tangan pertama 

(primer), perlengkap teknik pengumpulan lainnya, dan menguji hasil 

pengumpulan lainnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa wawancara merupakan 

teknik yang paling efektif dalam mencari data yang akurat dari responden. 

Walaupun terdapat kekurangan, yaitu pada saat responden memberikan 

keterangan yang bersifat membela diri karena menghindari isu negatif 

                                                           
34

 Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Metodologi Penelitian Sosial, (Jakarta PT 

Bumi Aksara, 1996), cet. ke-8,h.54. 
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nantinya. Namun peneliti menyakini dengan komunikasi yang baik dan suasana 

yang menyenangkan akan menimbulkan keterbukaan kepada responden 

tentang data yang diinginkan oleh peneliti. Adapun responden yang peneliti 

akan wawancara adalah masyarakat yang pernah memanfaatkan program ini 

dan masyarakat yang hanya mengetahui akan adanya program ini.
35

 

c. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah pengumpulan data-data yang diperoleh dari 

dokumen-dokumen dan pustaka sebagai bahan analisis dan dalam penelitian 

ini. Teknik ini digunakan untuk mencatat data-data sekunder yang tersedia 

dalam bentuk arsip atau dokumen-dokumen. Teknik ini dipergunakan untuk 

mengetahui data dokumentasi yang berkaitan dengan hal-hal yang akan 

penulis teliti.
36

 

5. Teknik Analisi Data 

Dalam mengelola data, penulis menggunakan metode kualitatif 

denganmelihat aspek-aspek objek penelitian. Data yang telah diperoleh dari 

hasil pengumpulan data kemudian dianalisa, yakni dengan menggambarkan 

dengan kata-kata dari hasil yang telah diperoleh.
37

 

Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dalam 

mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar 

sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis seperti 

                                                           
35

 Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Metodologi Penelitian Sosial, ( Jakarta: 

PT Bumi Aksara, 2008). cet. ke-2, h.55. 
36

 Ibid.  
37

 Basrowi dan Suwadi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 

2008),cet. ke-3. h.91. 
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yang disarankan oleh data. Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah 

prores pelacakan dan pengaturan secara sistematis transkip wawancara, 

catata lapangan, dan bahan-bahan lainyang dikumpulkan untuk 

meningkatkan pemahaman terhadap bahan-bahan tersebut agar dapat 

diinterpresentasikan keduanya kepada orang lain. Pada penelitian ini 

menggunakan teknik analisa deduktif, artinya data yang diperoleh di 

lapangan secara umum kemudian diuraikan dalam kata-kata yang penaikan 

kesimpulannya bersifat khusus. Menurut Miles dan Hubermenn ada tiga 

metode dalam analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data, 

dan menarik kesimpulan atau verivikasi.
38

 

B. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Kelurahan Tuah Madani 

Sebelum peneliti menjelaskan tentang sejarah kelurahan Tuah 

Madani. Disini kelurahan Tuah Madani ini termasuk juga sebagai 

kelurahan Simpang Baru. Sebelum kelurahan Simpang Baru menjadi 

pemekaran. Sekarang ini kelurahan simpang baru terbagi pemekaran 

menjadi kelurahan Tuah Madani sesuai perda No.4 tahun 2016 kelurahan 

Tuah Madani ini baru diresmikan pada tahun 2017. Maka dari itu peneliti 

menjelaskan tentang sejarah kelurahan Simpang baru, kelurahan Simpang 

baru merupakan salah satu kelurahan yang terletak di Kecamatan Tampan 

Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Yang merupakan kota pemukiman dan 

                                                           
38

 Nurul Zuriah, Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 

2006),cet. ke-9, h.217. 
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pendidikan. Dikarnakan kelurahan Simpang baru (Tuah Madani) terdapat 

banyak instansi pendidikan baik dari taman kanak-kanak hingga perguruan 

tinggi dan universitas.
39

  

Dahulu kelurahan simpang baru bukanlah sebuah Kelurahan tetapi 

hanya sebuah nama jalan yang menghubungkan antara Tabek Gadang ke 

Bengkinang dan Pantai Cermin, pada tahun 1950 Simpang Baru (Tuah 

Madani) masih masuk di kawasan desa Trantang Kecamatan Kampar, 

lama kelamaan atau tepatnya ditahun 1968 Simpang Baru melai merintis 

untuk menjadi desa sendiri atau disebut dengan istilah Desa Muda. Setelah 

beberapa tahun berjalan desa muda memiliki banyak kepala keluarga yaitu 

berkisar 200 KK sehingga sudah bisa memisahkan diri dari Desa 

Trantangkecamatan Kampar dan membentuk Desa sendiri, tepat pada 

tahun 1971 barulah Desa Simpang Baru (Tuah Madani ) secara resmi 

dibentuk dan dikepalai oleh seorang tokoh perjuangan yaitu bapak 

Muhammad Zein.
40

 

Adapun suku yang pertama kali berdiam serta membuat rumah di 

daerah Simpang Baru adalah Ocu yang berasal dari Lubuk Siak, Siak 

Hulu, Kampar, dan sebagai suku tempatan yang dikategorikan sebagai 

pendatang kedua adalah suku Minang berasal dari Sumatra Barat. Sejak 

terbentuknya desa simpang baru di tahun 1971 hingga tahun 1997, empat 

(4) orang telah memimpin kelurahan ini. Adapun lurah yang pertamanya 

adalah, Muhammad Zein memerintah kurang lebih sembilan tahun (1971-
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1980). Tiga tahun perama dalam kepemimpinannya hanya ada tiga (3) 

rukun keluarga (RK), setelah tiga tahun tersebut barulah terdapat rukun 

warga berdasarkan atas keputusan dari pemerintah Provinsi Riau. 

Terpilihnya Muhammad Zein menjadi kepala desa pertama di simpng 

baru, atas aspirasi anggota masyarakat pada waktu tersebut yang 

menganggap bahwa Muhammad Zein adalah orang yang paling pantas dan 

cocok untuk memimpin desa ini namun tetap berdasarkan musyawarah.
41

 

Desa simpang baru mengalami perubahan besar pada tahun 1997 

yaitu menjadi Kelurahan Simpang Baru dengan wilayah yang membentang 

luas yaitu dari Rimbo Panjang hingga ke Tapung dan Sungai Siak Rumbai 

berbatas dengan Pantai Cermin dari utara, selatan berbatasan dengan desa 

Kualu dan Kubang, barat berhadapan dengan Rimbo Panjang dan timur 

berbatasan dengan Sidomulyo, yang pada waktu tersebut dipimpin oleh 

seorang lurah yang bernama Zulkifli. Selanjutnya diganti oleh Edi Rizal, 

Syaiful Bahri, Dewi Tari, Nopendrike,Arianto, dan Edi Wapdila sampai 

sekarang. Secara monografi Kelurahan Tuah Madani terdiri dari 31 rukun 

tetangga (RT) dan 8 rukun warga (RW) dengan jumlah penduduk laki-laki 

4.944 Jiwa dan Jumlah Perempuan 4.913 Jiwa dengan total jumlah 

penduduk yang berada di kelurahan tuah madani 9.862 jiwa dengan jumlah 

KK 2.484 KK.
42
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2. Letak Geografis  

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbau Nomor 04 Tahun 

2016 tentang Pembentukan Kelurahan Di Kota Pekanbaru. Kelurahan 

Tuah Madani berasal dari sebagian wilayah Kelurahan Tuah Karya dan 

sebagian wilayah Kelurahan Simpang Baru. Dengan batasan sebagai 

berikut: 

a. Sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Air Putih 

b. Sebelah selatann berbatasan dengan Desa Tarai Bangun-Kampar 

c. Sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Tuah Karya 

d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Rimbo Panjang- Kampar.
43

 

3. Letak Demografis 

Secara monografi Kelurahan Tuah Madani terdiri dari 31 rukun 

tetangga (RT) dan 8 rukun warga (RW) dengan jumlah penduduk laki-laki 

4.944 Jiwa dan Jumlah Perempuan 4.913 Jiwa dengan total jumlah 

penduduk yang berada di kelurahan tuah madani 9.862 jiwa dengan jumlah 

KK 2.484 KK. 

Tabel 3.1 

Jumlah Penduduk Kelurahan Tuah Madani  

No Jenis Kelamin Tahun 2023 Tahun 2022 

1 Laki- laki 4351 orang  4949 orang  
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2 Perempuan  4595 orang  4816 orang 

3 Kepala keluarga 2212 orang 2482 orang 

Sumber: data statistik kelurahan tuah madani tahun 2022-2023 

Tabel 3.2      

Tingkat Pendidikan Di Kelurahan Tuah Madani 

No Tingkat Pendidikan Tahun 2023 Tahun 2022 

1 Tidak/belum 

sekolah 

3325 3409 

2 Tamat SD 1053 1342 

3 SLTP/Sederajat 989 1028 

4 SMA/Sederajat 2001 2036 

5 Diploma III 980 874 

6 Strata I 868 874 

7 Strata II 50 56 

8 Strata III 43 40 

Sumber: data statistik Kelurahan Tuah Madani tahun 2022-2023 
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 Kelurahan Tuah Madani terdapat satu Universitas Islam Negeri ( UIN 

SUSKA), MAN 3 Model, SD, SMP, SMA, SMK (Swasta), SD Negeri, TK dan 

Paud, untuk segi pelayanan Kesehatan Masyarakat terdapat 2 klinik dan 1 Rumah 

Sakit Daerah.
44

 

4. Struktur dan Mekanisme Kerja 

Kelurahan Tuah Maani memiliki Struktur dalam kepemerintahannya, 

dimana struktur ini memiliki bagian yang dari tingkat Kepala Desa hingga 

yang paling bawah yaitu tingkat Rt dan Rw. Adapun struktur tersebut yang 

dapat saya jelaskan di bawah ini: 

 

Struktur Organisasi Kelurahan Tuah Madani 

 

Dari tabel diatas diketahui bahwa susunan organisasi Kelurahan Tuah Madani, 

yang tertinggi adalah Lurah Tuah Madani , Diikuti Dengan Ketua, Lalu 

Sekrestaris Dan Bendahara, Dan Ketua RT Dan RW Tuah Madani.
45
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LURAH TUAH 
MADANI 

KETUA 

SEKRETARIS  BENDAHARA 

KETUA RW KETUA RT 



27 
 

 

1. Tugas Pokok Dan Fungsi (TUPOKSI) Perangkat Kelurahan 

 Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2008 

Tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan Dan Tugas Pokok 

Sekretariat Daerah, Kecamatan Dan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kota 

Pekanbaru.
46

 

2. LURAH 

 Lurah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, 

dan pembangunan kemasyarakatan dan melaksanakan urusan pemerintahan yang 

oleh diperintahkan oleh walikota. 

3. Tugas Lurah 

a. Melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan; 

b. Melakukan pemberdayaan masyarakat; 

c. Melaksanakan pelayanan masyarakat; 

d. Memelihara ketentraman dan ketertiban umum; 

e. Memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum; 

f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat; dan 

g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.
47

 

4. Fungsi Lurah 

a. Penyususnan program dan kegiatan kelurahan; 

b. Pengoordinasikan penyelenggara pemerintahan di wilayah kelurahan; 
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c. Penyelenggara kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa 

lingkup rukun warga; 

d. Pengoordinasian kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat; 

e. Pembinaan penyelenggaraan terhadap kegiatan di bidang POSYANDU 

dan kebersihan; 

f. Pelaksanaan pembinaan penyelenggara bidang kesejahteraan sosial; 

g. Pelaksanaan penatausahaan kelurahan; 

h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

5. SEKRETARIS KELURAHAN 

(1) Sekretaris kelurahan mempunyai tugas melakukan pembinaan administrasi 

dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan 

organisasi kelurahn 

(2) Untuk melaksanakan tugas dimaksud sekretaris kelurahan mempunyai 

fungsi : 

a. Penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan serta 

penyususnan laporan; 

b. Pelaksanaan tata usaha administrasi umum, kepegawaian dan 

perlengkapan; rumah tangga 

c. Pengelolaan penata usahaan administrasi keuangan; 

d. Pemeliharaan inventaris dan aset. 

e. Menyelenggarakan dan mempersiapkan rapat-rapat staf dan 

koordinasi. 
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f. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan langsung.
48

 

 

6. SEKSI PEMERINTAHAN  

(1) Seksi pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan 

umum 

(2) Untuk melaksanakan tugas dimaksud, seksi pemerintahan mempunyai 

fungsi : 

a. Penyusunan program dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan 

umum; 

b. Penyelenggaraan pelayanan administratif kependudukan dan catatan 

sipil melalui simyankel. 

c. Pelaksanaan tugas bidang pertahanan  

d. Pembinaan organisasi dan administrasi kependudukan 

e. Melaksanaakan tugas yang diberikan oleh atasan langsung. 

 

7. SEKSI PEMBANGUNAN 

(1) Seksi pembangunan mempunyai tugas melakukan pembangunan bidang 

ekonomi, sarana dan prasarana untuk serta meningkatkan partisipasi 

swadaya masyarakat. 

(2) Untuk melaksanakan tugas dimaksud seksi pembangunan mempunyai 

fungsi: 
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a. Penyususnan program pembangunan dan perbaikan sarana dan 

prasarana fisik, pembinaan perekonomian dan usaha masyarakat, 

b. Penyususnan dan pemeliharaan data profil kelurahan  

c. Penyelenggaraan pelayan kepada masyarakat di bidang ekonomi dan 

pembangunan melalui simyankel; 

d. Peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat 

e. Penyelenggaraan musyawarah pembangunan tingkat kelurahan 

f. Bekerjasama dengan lembaga pemberdayaan masyarakat 

g. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan langsung 

8. SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL 

(1) Seksi kesejahteraan sosial mempunyai tugas program pembinaan 

kesehatan, pendidikan, keluarga berencana, keagamaan, sosial 

budaya,kesenian, generasi muda dan pemberdayaan perempuan serta 

bantuan dan pelayanan sosial. 

(2) Untuk melaksanakan tugas dimaksud dalam ayat (1), seksi kesejahteraan 

sosial mempunyai fungsi : 

a. Penyusunan program dan pembinaan bidang sosial; 

b. Pelayanan kepada masyarakat bidang sosial budaya melalui simyankel; 

c. Pembinaan sosial masyarakat; 

d. Melaksanakan program pembangunan pengetesan kemiskinan 

e. Penyaluran bantuan korban bencana alam dan bencana lainnya; 

f. Pembinaan kepemudaan, kesenian, olahraga dan pemberdayaan 

perempuan; 
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g. Pembinaan masyarakat rentan sosial 

h. Pemeliharaan data sosial budaya, pendidikan, kesehatan dan keluarga 

miskin 

i. Bekerjasama dan membantu program tim penggerak pemberdayaan 

kesejahteraan keluarga (PKK) 

j. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan langsung
49

 

 

9. LAIN-LAIN 

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, lurah, sekretaris kelurahan, kepala seksi, 

wajib menerapkan prinsip koordinasi. sinkronisasi konsultasi dan 

harmonisasi sesuai dengan tugas pokok masing-masingg; 

(2) Sekretaris dan perangkat kelurahan dalam penyelenggaraan kegiatan 

bertanggungjawab kepada luah; 

(3) Apabila lurah berhalangan, maka sekretaris kelurahan ditetapkan sebagai 

pejabat yang mewakili atau kepala saksi lainya sesuai dengan perintah 

atasan.
50
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

UHC merupakan salah satu inovasi pemerintah provinsi riau untuk 

masyarakat yang belum memiliki jaminan kesehatan, dan dipermudah hanya 

menggunakan ktp dan akta kelahiran bila belum memiliki ktp. Provinsi riau 

yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan sebagai komitmen pemerintah 

dalam memberikan jaminan kesehatan bagi seluruh masyrakat yang belum 

di-cover oleh jaminan kesehatan manapun.  

1. Langkah- langkah pemerintah kelurahan tuah madani untuk 

meningkatkan aksesibilitas kesehatan adalah, pembangunan 

infrastruktur kesehatan, peningkatan tenaga medis, penyuluhan 

dan pendidikan kesehatan, dan peningkatan layanan kesehatan. 

2. Kesadaran masyarakat tentang jaminan kesehatan UHC, 

mengikuti program yang diberikan oleh pemerintah, mencaritahu 

tentang adanya jaminan kesehatan dan pelayanan kesehaatan, 

mengikuti edukasi kesehatan 

3. Fiqih siyasah memberiakan pandangan bahwa negara memiliki 

tanggung jawab untuk memastikan kesejahteraan dan kesehata 

warganya, secara keseluruhan, pandangan fiqih siyasah tentang 

jaminan kesehatan adalah bahwa negara harus proaktif dalam 

memastikan semua warganya memiliki akses yang memadai 
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untuk melindungi dan memajukan kesejahteraan masyarakat 

sesuai dengan prinsip-prinsip dalam islam. 

B. Saran  

Respon masyarakat terhadap pelaksanaan UHC cukup positif. 

Masyarakat sudah memahami dan mengetahui secara umum tentang 

program UHC karena sosialisasi yang dilakukan sudah cukup promotif. 

1. Untuk pemerintah dan dinas kesehatan pekanbaru untuk memberikan 

sosialisai lagi mengenai program ini ke desa dan kelurahan melalui ibuk 

PKK atau karang taruna. 

2. Untuk para tenaga kesehatan memeberikan penjelasan kepada para 

masyarakat yang datang ke Rumah Sakit atau Puskesmas. 

3. Masyarakat mencaritahu tentang bagaimana program UHC . 
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Penghubung Wilayah Riau. Serta berkat do’a kerja keras serta dukungan penuh 

dari keluarga tercinta, dan teman-teman serta bimbingan dosen akademik serta 

dosen-dosen fakulta syari’ah dan hukum sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi ini dengan judul: Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Universal 

Health Coverage Di Kelurahan Tuah Madani Perspektif Fiqih Siyasah. 

Dan alhamdulilah atas anugerah dan hidayah dan rahmat Allah SWT, 

akhirnya penulis dapat meraih dan menyandang gelar sarjana hukum (S.H). 

 


